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ABSTRAK 

 

 Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakikat mengandung berbagai hal 

yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang 

dimaksud disini adalah suatu sifat tidak kekal yang selalu menyertai kehidupan 

dan kegiatan manusia pada umumnya. Lembaga atau institusi yang mempunyai 

kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain ialah lembaga asuransi, dalam 

hal ini adalah perusahaan-perusahaan asuransi. Asuransi adalah salah satu cara 

yang dapat digunakan oleh masyarakat yang dapat membantu mereka dalam 

penyediaan jaminan finansial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

ketentuan hukum yang mengatur mengenai penjaminan polis asuransi jiwa dalam 

perjanjian utang-piutang dan untuk mengetahui kedudukan polis asuransi jiwa 

dalam jaminan gadai serta tata cara pelunasan pinjaman tersebut apabila 

pemegang polis tidak dapat mengembalikan pinjamannya pada jangka waktu yang 

sudah ditentukan. Mengenai polis asuransi jiwa dapat juga digadaikan sebagai 

jaminan pinjaman uang pada perusahaan asuransi jika polis tersebut telah 

mempunyai harga tunai atau nilai tunai. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian 

yang berpegang pada segi-segi yuridis dan penelitian yang bersumber pada 

kepustakaan. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, dapat disimpulkan 

bahwa ketentuan hukum mengenai perjanjian utang-piutang yang menjadikan 

polis asuransi jiwa sebagai objek jaminan belum diatur secara khusus. Ketentuan 

yang ada hanya sebatas pengertian perjanjian utang-piutang dengan jaminan polis 
asuransi jiwa selain dari itu dapat diketahui bahwa polis asuransi dapat menjadi 

jaminan gadai dalam perjanjian utang-piutang karena polis asuransi mempunyai 

nilai tunai yang dibayarkan oleh nasabah dengan premi, dan dalam hal peminjam 

tidak dapat melunasi utangnya maka dengan sendirinya perjanjian asuransi batal, 

dan nilai tunai yang dimiliki oleh polis asuransi jiwa akan diambil oleh penerima 

gadai untuk melunasi utang pemberi gadai. 

 

Kata Kunci: Jaminan, Asuransi jiwa, Perjanjian Utang-piutang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan ekonomi adalah salah satu hal penting yang terus berubah 

sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Karena perkembangan ekonomi 

yang dirasakan, maka hal tersebut mendorong masyarakat untuk memiliki 

kebutuhan yang lebih atau peningkatan kebutuhan. Di Indonesia dalam 

rangka pembangunan ekonomi, terutama di bidang hukum yang menyorot 

perhatian khusus adalah Lembaga Perasuransian dan Lembaga Jaminan. 

Hubungan Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian pinjam meminjam 

uang antara perusahaan asuransi dengan nasabah dengan polis asuransi jiwa 

sebagai jaminan.  

Pengertian utang-piutang dapat disamakan dengan perjanjian pinjam 

meminjam yang telah diatur dalam ketentuan bab ketiga belas buku ketiga 

Kitab Undang-undang hukum Perdata dalam pasal 1754 Kitab Undang-

unadang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Perjanjian pinjam-

meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan 

kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis 

karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan 

mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama 

pula”. 1 

Melihat berdasarkan dari pengertian perjanjian utang piutang yang diatur 

dalam Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dapat diketahui 

bahwa yang paling pokok dapat kita pahami apa utang dan piutang itu. Utang 

adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah 

uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, 

yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh 

 
1 Gatot Supramono, 2013, Perjanjian Utang Piutang, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

Hlm 9 
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debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk 

mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan Piutang 

adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa 

yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur 

berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. 

Di dalam suatu perjanjian utang-piutang, diperlukan adanya suatu 

jaminan, namun bukan berarti didalam suatu perjanjian utang piutang tersebut 

tidak ada resikonya. Untuk menghindari wanprestasi yang merugikan kreditur 

maka oleh karena itu sangat diperlukan objek jaminan untuk menjamin 

keamanan kreditur sehingga hak kreditur terpenuhi dan debitur melakukan 

kewajibannya dengan baik. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah 

zekerheid atau cautie, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau 

melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara 

menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungannya atas 

pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.2 

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik 

pihak ketiga atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayaran jika 

terjadi cidera janji terhadap pihak ketiga.3 Hukum yang mengatur mengenai 

jaminan adalah hukum jaminan yang merupakan keseluruhan kumpulan 

peraturan-peraturan dan kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, 

keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan 

bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi. 

Sedangkan pengertian tentang jaminan di dalam rumusan atau definisi yang 

tegas tentang jaminan tidak ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata.4  Menurut pendapat ahli jaminan adalah suatu perikatan antara 

kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya 

untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku 

 
2 Rachamadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 66. 
3 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta, 2003, Hlm. 281. 
4 Mertokusumo Soedikno, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit di Indonesia, Bina Cipta Pers, 

Jakrta, 2007, Hlm. 10  
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apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si 

debitur.5 

Seperti yang diketahui dalam keadaan sekarang ini, asuransi 

sesungguhnya mempunyai peranan yang sangat luas jangkauannya. Asuransi 

mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingan sosial, kepentingan 

ekonomi dan juga kepentingan jiwa. Asuransi dirasa merupakan suatu 

kebutuhan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut.  

Terjadi suatu fenomena perluasan fungsi asuransi, hal ini dapat terlihat 

dalam praktek perusahaan asuransi khususnya asuransi jiwa yang sudah 

melakukan kegiatan peluncuran produk polis asuransi yang dapat dijadikan 

jaminan kepada perusahaan asuransi untuk meminjamkan uang kepada 

nasabahnya. Perluasan fungsi asuransi ini lah yang menjadi salah satu pokok 

permasalahan dalam penelitian ini.   

Dengan adanya pemberian sejumlah uang kepada nasabah yang 

mempunyai hubungan perjanjian asuransi jiwa maka terdapat suatu 

perluasaan fungsi dari perusahaan asuransi. akan tetapi perluasan tersebut 

bukan mengartikan bahwa perusahaan asuransi adalah lembaga keuangn yang 

dapat memberikan kredit kepada nasabah akan tetapi perluasan fungsi 

perusahaan asurasni sebagai lembaga keuangan non-bank yang memberikan 

pinjaman uang kepada nasabah yang sudah terikat pada perjanjian asuransi 

dan menjadikan polis dari perjanjian asuransi tersebut sebagai suatu jaminan 

dalam perjanjian utang-piutang.  

Asuransi adalah suatu perjanjian di mana pihak yang menjamin berjanji 

kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai 

pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena 

akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.6 Hal serupa diungkapkan oleh 

Abbas Salim yang menyatakan bahwa asuransi adalah suatu kemauan untuk 

 
5 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, Djambatan Edisi Revisi, Cetakan II 

Jakarta,1996 Hlm. 219 
6 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, Intermasa, Jakarta, 1987, Hlm 1 
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menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai kerugian-

kerugian yang belum pasti. 7 

Asuransi termasuk dalam perjanjian timbal balik karena perjanjian timbal 

balik adalah perjanjian yang memuat hak pada salah satu pihak, dan hak 

tersebut sekaligus menjadi kewajiban bagi pihak lawannya, dan jika dilihat 

dari definisi tersebut adanya kewajiban dari pihak penanggung terhadap pihak 

tertanggung untuk membayar ganti rugi, tetapi sebaliknya dari sisi 

tertanggung terdapat ikatan tidak bersyarat untuk membayar premi. Asuransi 

merupakan perjanjian berdasarkan konsekuen, dapat terjadi setelah ada kata 

sepakat, artinya perjanjian tanpa bentuk. Asuransi merupakan sifat 

kepercayaan yang istimewa saling percaya dan mempercayai diantara para 

pihak yang menentukan perjanjian itu sendiri 8 

Asuransi seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan sosial 

juga mempunyai perkembangan produk yang salah satunya berupa asuransi 

jiwa. Ketentuan yang mengatur mengenai asuransi dan asuransi jiwa terdapat 

dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor. 40 Tahun 2015 tentang 

Perasuransian yang menyatakan bahwa:9 

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan 

asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi 

oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: 

a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis 

karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan 

keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga 

yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena 

terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau 

b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya 

tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya 

 
7 Abbas Salim, Asuransi dan Menejemen Resiko, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2000, Hlm 1 
8 Hartanto, Sri Redjeki, Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia. Semarang: IKIP Semarang 

PRESS 1992 Hlm 85 
9 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 angka 
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tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan 

dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.” 

 

Berdasarkan pasal tersebut dapat kita mengerti bahwa hubungan 

keperdataan terjadi antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis 

asuransi, dimana perusahaan asuransi berkewajiban untuk memberikan 

penggantian kepada pemegang polis akibat dari kerugian yang dialami oleh 

pegang polis dan memberikan pembayaran akibat dari meninggalnya 

tertanggung. 

Ketentuan mengenai asuransi jiwa diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-

undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menyatakan bahwa:10 

“Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa 

penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang 

polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung 

meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada 

pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu 

tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan 

dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”  

Asuransi terjadi sejak adanya kesepakatan, dan timbul hak dan kewajiban 

antara kedua belah pihak. Akan tetapi asuransi baru berjalan jika kewajiban 

tertanggung membayar premi sudah terpenuhi. Permi merupakan kunci dari 

seluruh perjanjian asuransi untuk dapat terlaksanakan. Sesuai dengan Pasal 

255 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang menyatakan bahwa 

pertanggungan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang 

dinamakan polis. 

Polis asuransi adalah dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak 

tertanggung dan penanggung (pihak asuransi) berkenaan dengan risiko yang 

hendak dipertanggungkan. Polis adalah bukti perjanjian penutupan asuransi 

tersebut. 

 
10 Ibid, Pasal 1 angka 6 
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Oleh karena itu Polis merupakan alat bukti tertulis terjadinya perjanjian 

antara tertanggung dengan penanggung. Sesuai dengan Pasal 258 ayat (1) 

Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang menyatakan bahwa polis adalah 

satu-satunya bukti tertulis yang membuktikan perjanjian pertanggungan 

antara kedua belah pihak dimata hukum.11dan dalam polis tersebut terdapat 

semua ketentuan dan syarat mengenai pertanggungan yang telah dibuat. 

Demikian pula dengan Asuransi jiwa yang didalam akta polisnya yang 

dipertanggungkan adalah jiwa tertanggung. Dengan kata lain asuransi 

terutama asuransi jiwa mempunyai tujuan memberikan jaminan proteksi 

kepada Tertanggung yang merupakan Pihak yang menghadapi risiko 

sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi,12 

Apabila terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. 

Perlu diketahui berdasarkan Pasal 613 ayat (1) Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata yang mengemukakan “Penyerahan akan piutang atas nama 

dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah 

akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu 

dilimpahkan kepada orang lain.”13  Apabila ketentuan ini dihubungkan 

dengan asuransi maka polis asuransi jiwa yang menjadi akta dibawah tangan 

karena tidak dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang14 dan 

digunakan sebagai alat bukti. Dapat diketahui, bahwa polis asuransi jiwa 

dapat dikualifikasikan sebagai hak kebendaan tak bertubuh. Dikatakan 

demikian, karena hak yang tercantum dalam polis asuransi jiwa tersebut oleh 

pemegang hak miliknya dapat diagunkan kepada penanggung.  

Polis asuransi jiwa disebut sebagai surat yang mempunyai harga, yang 

memiliki surat polis tersebut mempunyai nilai berharga bagi pemegangnya. 

Dalam asuransi jiwa tertanggung yang memiliki polis asuransi berarti 

memiliki hak kebendaan terhadap polis asuransi tersebut, sebab dengan 

 
11 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Terjemahan Redaksi Aksara Sukses, Aksara Sukses, 

Yogyakarta, 2014, Pasal 258 Ayat (1) 
12 Ibid, Pasal 1 angka 23 
13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Terjemahaan Sibekti dan Tjitrosudibio, PT. Balai 

Pustaka, Jakarta, 2014, Pasal 613 ayat (1) 
14 Ibid, Pasal 1868  
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memiliki polis asuransi tertanggung dapat menjadikan polis asuransi menjadi 

jaminan dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan. Dengan penjaminan 

polis berarti muncul pranata hukum baru dalam hubungan tertanggung 

dengan penanggung, yaitu piutang dengan jaminan polis asuransi jiwa. 

Berangkat dari pemikiran tersebut dapat dipertanyakan bahwa bagaimanakah 

kedudukan polis asuransi jiwa sebagai suatu objek jaminan perjanjian dan 

dapat dilihat suatu permasalahaan yaitu bagaimanakah kedudukan polis 

asuransi jiwa sebagai objek jaminan apabila pihak peminjam utang-piutang 

tidak dapat melunasi pinjamannya?  

Berikutnya yang perlu dipahami dalam pranata hukum perjanjian utang-

piutang dengan jaminan, maka dalam hal debitur memberikan jaminan 

kepada kreditur, apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya dalam waktu 

yang telah disepakati, maka kreditur mempunyai hak untuk menjual barang 

jaminan tersebut. dalam hal ini barang tersebut adalah polis asuransi jiwa. 

Berdasarkan uraian singkat diatas, menurut penulis perlu dikaji lebih 

dalam lagi mengenai perjanjian utang-piutang yang memiliki jaminan berupa 

polis asuransi jiwa dan bagaimanakah penerapan Undang-Undang Nomor. 40 

Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam permasalahan jaminan perjanjian 

utang-piutang yang berupa polis asuransi jiwa. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Permasalahan yang akan dibahas di dalam karya ilmiah ini, adalah: 

1. Apakah polis asuransi jiwa merupakan objek jaminan? 

2. Bagaimana kedudukan polis asuransi jiwa sebagai objek jaminan atas 

perjanjian utang-piutang antara perusahaan asuransi dengan nasabah 

perusahan asuransi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  
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Berhubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui dan memahami serta menjelaskan ketentuan hukum yang 

berlaku dan terbaru mengenai perjanjian utang-piutang yang menjaminkan 

polis asuransi jiwa sebagai objek jaminan?   

2. Mengetahui dan memahami serta menjelaskan kedudukan polis asuransi 

jiwa dalam sistem hukum jaminan di Indonesia. 

3. Mengetahui dan memahami serta menjelaskan bagaimana kedudukan polis 

asuransi jiwa sebagai objek jaminan apabila pihak peminjam tidak dapat 

melunasi pinjamannya? 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari karya ilmiah ini bertujuan untuk: 

1. Memberikan dan menambahkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang 

perjanjian utang-piutang dengan jaminan polis asuransi jiwa yang berlaku 

pada saat ini.  

2. Memberikan manfaat bagi pengembang ilmu hukum pada umumnya 

mengenai polis asuransi jiwa sebagai objek jaminan atas perjanjian utang-

piutang, baik dari sudut pandang hukum jaminan maupun dalam praktik 

berupa pemberian fasilitas peminjaman uang oleh lembaga keuangan 

kepada nasabah pada khususnya. 

3. Dalam tatanan praktis, penelitian ini diharapkan memberikan informasi 

yang sifatnya ilmiah dan objektif serta baru mengenai kedudukan hukum 

polis asuransi jiwa sebagai objek jaminan. 

1.5 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah 

metode penelitian yuridis normatif. Metode ini yuridis normatif digunakan 

karena dianggap metode yang paling cocok untuk menemukan hasil dan 

penyelesaian masalah yang dihadapi. Dengan metode ini, dapat lebih 

dipahami mengenai berlakunya hukum positif tertentu mengenai suatu 

peristiwa, atau hal yang sedang diteliti. 
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Dalam melaksanakan penelitian ini, akan menggunakan beberapa bahan 

hukum yang diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier. Bahan hukum primer yang akan digunakan adalah Kitab Undang-

undang hukum Perdata, Undang-undang No. 20 Tahun 2014 tentang 

perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang lainnya. 

Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku, tesis, jurnal, dan dokumen-

dokumen yang mengulas mengenai perasuransian sebagai jaminan, yang 

kemudian akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini. Bahan Hukum 

tersier berupa bahan-bahan penunjang lain seperti artikel-artikel, kamus 

hukum dan contoh polis asuransi jiwa yang dijadikan jaminan.  

1.6 Rencana Sistematika Penulisan  

Bab I: PENDAHULUAN  

Dalam Bab ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang dari 

masalah hukum yang mendasari mengapa perlu diadakan penelitian, 

identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, studi pustaka sementara dan juga sistematika penulisan 

dalam penjelasan tentang konsekuensi hukum cidera janji pada 

perjanjian utang-piutang yang menjaminkan polis asuransi jiwa 

sebagai jaminan apabila belum terjadi resiko pada tertanggung. 

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI ASURANSI JIWA YANG 

MENJADI OBJEK JAMINAN.  

Pada bab ini, penulis akan membahas dan memaparkan tinjauan 

pustaka secara umum untuk membantu dan memberikan penjelasan, 

yang berisikan pandangan dan teori yang dapat digunakan dalam 

proses analisis. 

Bab III: TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI JAMINAN YANG 

TEPAT DIGUNAKAN DALAM PERJANJIAN UTANG-

PIUTANG YANG OBJEK JAMINANNYA ADALAH POLIS 

ASURANSI JIWA.  
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Di dalam bab ini, penulis akan membahas dan memaparkan 

tinjauan pustaka secara umum untuk membantu dan memberikan 

penjelasan terhadap permasalahan hukum polis asuransi jiwa sebagai 

objek jaminan dalam perjanjian utang-piutang. 

Bab IV: ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLIS ASURANSI JIWA 

YANG MENJADI JAMINAN DALAM PERJANJIAN UTANG-

PIUTANG  

Pada bab ini, penulis akan menganalisis dan menjelaskan 

mengenai permasalahan utama dari penelitian ini yang merupakan 

konsekuensi hukum cidera janji pada perjanjian utang-piutang yang 

menjaminkan polis asuransi jiwa sebagai objek jaminan apabila 

belum terjadi resiko pada tertanggung, dengan menggunakan pustaka 

yang sudah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya. 

Bab V: KESIMPULAN DAN SARAN  

Di dalam Bab ini penulis akan memaparkan serta menjelaskan 

hasil dari analisis yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk 

kesimpulan, dan juga memberikan saran untuk menghadapi 

permasalahan yang telah dibahas agar masalah hukum tersebut dapat 

diselesaikan serta dengan harapan dapat memberikan ilmu bagi 

pembaca. 
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